
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR .3 TAHUN 2016
 

TENTANG
 

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
 
DAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana 
telah beberapa kaIi diubah terakhir dengan Peraturan 
Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2015; 

b.	 bahwa untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
maka ketentuan yang mengatur tentang petunjuk 
pelaksanaan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk ditetapkan 
kembali; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Petunjuk 
Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan 
Peraturan Gubernur Lampung; . 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nemer 14 Tabun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 3 
Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung 
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan; 

2.	 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamman Sosial 
KetenagakeIjaan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubab beberapakaIi terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tabun 2007; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 
·Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
TenagaKerja;' 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tah~ 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan , at Daerah; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27' Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dae , 

9.	 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 010 tentang Pengadaan 
Barang/.Jasa Pemerintah sebagaiman telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Preeid] n Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Pe' aturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan B ang/-Jasa Pcmerintah; 

10.	 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun' 013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 1 , Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir d ngan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 t ntang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangln Daerah; , 

, 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan arang Milik:Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 57 Tahun 2011 
tentang Pedoman Orientasi Dan Pe alaman Tugas Anggota 
DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Ii>alam Negeri Nomor 34 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan 
Pendalaman Tugas Anggota DP Provinsi Dan DPRD 
Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampun Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Kedudukan Keuangan pinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . si Lampung; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampun Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Se etariat Daerah Provinsi 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan t Daerah Provinsi 
Lampung sebagaimana telah diub beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Provinsi pung Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Organisasi dan Ta eIja Sekretariat Daerah 
Provinsi dan Sekretariat Dewan Pe akj1an Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampun

Jill:Jllcvat 

r 

Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan elanja Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2016; 

Memperhatikan :. 1. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 1 Tahun 2014 ten g Tata Tertib; 

2.	 Peraturan Gubernur Lampung No Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran ndapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Lampung Tahun ggaran 2016; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR T NTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEU . CAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN !U\.lIolIAT DAERAH PROVINSI 
LAMPUNG. 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal I 
~, 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dFaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Provinsi Lampung. ! 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Gubern ' r dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan pe erintahan daerah, 

3.	 Gubemur adalah Gubemur Lampu 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Da yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Pefwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung, 

5.	 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan 
Provinsi Lampung. 

6.	 Anggota DPRD adalah Anggota DP Provinsi Lampung. 

7.	 Alat Kelengkapan DPRD adalah t Kelengkapan DPRD 
Provinsi Lampung yang terdiri dan Pimpinan DPRD, 
Komisi-Komisi, Badan Anggaran] Badan Musyawarah, 
Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan serta alat 
kelengkapan lainnya. I 

8.	 Komisi adalah pengelompokan An ota DPRD berdasarkan 
tugas-tugas yang ada di DPRD Pro si Lampung. 

9.	 Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang 
mencerminkan konfigurasi Partai litik Peserta Pemilihan 
Umum. 

10.	 Panitia KeIja yang selanjutnya dise ut Panja adalah sebuah 
wadah berkumpulnya Anggota DP .D yang dibentuk dalam 
rangka kegiatan pembahasan dal pendekatan masalah 
kegiatan DPRD. 

11.	 Sekretariat Dewan Perwakilan at Daerah Provinsi 
Lampung yang selanjutnya dis ut Sekretariat DPRD 
adalah Sekretariat Dewan Pe . an Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung yang diben k untuk mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Provinsi Lampung. 

12.	 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretaris RD adalah Sekretaris 
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah ovinsi Lampung. 

13.	 Kunjungan KeIja adalah pelak kunjungan DPRD 
Provinsi Lampung dalam ran pelaksanaan studi 
komparasi sesuai dengan tugas d fungsinya. 

\ 



-4­

14.	 Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan 
pelaksanaan tugas Anggota DPRDI dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.

, 

15.	 Program Pembentukan Peraturanaerah adalah instrumen 
perencanaan program pemben Peraturan Daerah 
yang disusun secara terarah, t rencana, terpadu dan 
sistematis. 

16.	 Peraturan Daerah yang selanjutn a disebut Perda adalah 
peraturan perundang-undangan g dibentuk oleh DPRD 
dengan persetujuan Gubemur. 

17.	 Pembentukan peraturan daerah a alah proses pembuatan 
peraturan daerah yang pada asamya dimulai dari 
perencanaan, persiapan, teknis nyusunan perumusan, 
pembahasan, penetapari/penge dan penyebarluasan. 

18.	 Naskah Akademik adalah nas basil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil pen litian lainnya terhadap 
suatu masalah tertentu yang dapa •dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah rnengenai penga" an masalah tersebut 
dalam suatu Rancangan Peratur Daerah sebagai solusi 
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukurn 
rnasyarakat. 

19.	 Bantuan hukurn adalah pembe jasa hukum atau 
pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau 
organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama 
Pimpinan DPRD apabila terdapat pcfrmasalahan hukum atau 
gugatan hukum. 

20.	 Pengkajian Harrnonisasi dan Sinkronisasi terhadap 
Peraturan Daerah dan Produk ' ukum adalah proses 
identifikasi dan anaIisis hasil kaj terbadap kebutuhan 
sesuatu produk hukum daerah pa peraturan daerah 
tertentu yang dapat dipertanggung awabkan. 

21.	 Tunjangan Kesejahteraan ad tunjangan yang 
disediakan berupa jaminan p eliharaan kesebatan, 
pakaian dinas kepada Pimpinan DfRD dan Anggota DPRD, 
penyediaan rumah jabatan fimpinan DPRD dan 
perlengkapannya, pemberian tLnjangan perumahan, 
kendaraan dinas jabatan Pimpin DPRD dan Ketua-Ketua 
Alat Kelengkapan DPRD. 

22.	 Uang Representasi adalah uang y g diberikan setiap bulan 
kcpada Pimpinan DPRD dan An ta DPRD sehubungan 
dengan kedudukannya sebagai pinan dan Anggota 
DPRD. 

23.	 Tunjangan Komunikasi Intensif ad uang yang diberikan 
kepada Pimpinan DPRD dan An ota DPRD setiap bulan 
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan 
DPRD dan Anggota DPRD. 

24.	 Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar Tim Ahli DPRD Provinsi 
Lampung yang selanjutnya diseb Tenaga. AhIi atau Tim 
Ahli adalah seseorang atau kelo k pakar yang karena 
keahliannya dan memenuhi persy atan tertentu bertugas 
sebagai ahli untuk membantu op . isaai pelaksanaan 

i 
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I 

I 

fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kerajiban Anggota DPRD. 

25.	 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah d!¥la yang disediakan bagi 
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, pelayanan dan' kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DP sehari-hari dan tidak 
untuk keperluan pribadi. 

26.	 Badan Penyelenggara Jaminan SOBia! selanjutny disingkat BPJS adaIah 
Lembaga Negara yang menyelenggarakan J' Sosia! baik bidang 
Ketenagazerjaan dan atau Bidang Kesehatan pa a Pimpinan DPRD dan 
Anggota DPRD Provinsi Lampung; 

27.	 Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan perneli araan kesehatan yang 
meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan' esehatan. 

28.	 Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja 'egiatan yang disediakan 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tuga:, fungsi dan wewenang 
DPRD. ! 

29.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Be ~utnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vinsi Lampung. 

BAB II
 
BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGO 'A DPRD
 

Bagian Kesatu 
Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial B dang KetenagakeIjaan. 

Pasa12 

(1)	 Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan 
sosial bidang kesehatan sebagaimana diatur

l 
dalaIp. Peraturan Perundang­

undangan yang berlaku. I 
(2)	 Keluarga pimpinan DPRD dan anggota DPRD i g mendapat jaminan 

pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau ism dan (tiga) orang anak. 

(3)	 Besarnya premi Jaminan Sosia! Bidang Kesehatan 'bayarkan kepada BPJS 
dengan ketentuan : 
a. 2 % dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan I'UJiglf,ota DPRD per bulan;dan 

b. 3	 % dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi pungo 

Pasa13 
I 

(1)	 Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluar anya diberikan jaminan 
sosial bidang KetenagakeIjaan sebagaimana tur da1am Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Rincian Premi Jaminann Sosia! bidang Ketenagakerj meliputi: 

a. Jaminan Hari Tua; 
b. Jaminan Kematian; dan 
c. Jaminan Kecelakaan Kerja. 

(3)	 Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Ketenagake iaan dibayarkan kepada 
BPJS dengan ketentuan : 
a. 2	 % dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan 1UU1Iliota DPRD per bulan;dan 

b. 4,24 % dibebankan pada APBD Pemerintah Pro' i Lampung. 
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Bagian Kedua
 

Tenaga Medis Kesehatan
 

Pasal4 

medis kesehatan yang 
akan berpraktik di kantor Sekretariat DPRD Provinsi 

, di 

pungo 
(1)	 Pada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tenag 

(2)	 Dalam hal penyediaan tenaga medis kesehatan b Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sanakan pada setiap. 
berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Provinsi pung dan pada Hari 

IRabu setiap Minggunya. 

(3)	 Pada tenaga medis kesehatan sebagaimana dimaksu : pada ayat (1) diberikan 
honorarium sebesar Rp. 775.000,-/orang per Bulan yang dibebankan pada 
APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekre t DPRD. 

Bagian K~tiga 

Kendaraan Dinas 

Pasal5 

(1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dlnas jabatan, 

(2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPR , disediakan kendaraan 
dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPR 

(3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan 'dan kendaraan dinas 
operasional diberikan bantuan biaya bahan bakar . yak, penggantian oli, 
ban,	 accu dan biaya perbaikan rutin. 

u	 kezi yang at mS111 n(4)	 Unt k rnenunjang egiatan DPRD bers idd til dan sangat penting, 
bagi setiap kendaraan dinas operasional atau bus dapat diberikan biaya 
bantuan tambahan bahan bakar minyak, se elah terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan tertulis Sekretaris DPRD. 

(5)	 Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas abatan dan kendaraan 
as operasional untuk 1 (satu) tahun ditetapkan set agai berikut: 

No J enis Kendaraan Dinas 
Besaran Biaya Penggantian 

: (Rp) 

1 2 ' '~;;;!.'. 

1 Kendaraan dinas jabatan Ip.OOO.OOO.­

2 Kendaraan dinas operasional :.500.000.­

3 Kendaraan dinas bus 2· .000.000,­

din 

(6)	 Seluruh kendaraan dinas yang digunakan DPRD dia ~uransikan All Risk and 
Total Lost Only (TLO). 

(7)	 Oalam hal Pimpinan OPRO dan Anggota OPRO berh nti atau berakhir masa 
ba~tinya, wajib mengembalikan seluruh kendaraai dinas dalam keadaan 
baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (Sl tu) bulan sejak tanggal 
pemberhentian. , ..(8)	 Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengem kendaraan dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebil lanjut oleh Sekretaris 
DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan !rang berlaku. 
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Bagian Kempat
 
Rumah Jabatan dan Rumah Din s
 

Pasal6
 

(1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan Rumah abatan Pimpinan DPRD 
dan kepada Anggota DPRD dapat disediakan RU Dinas;, 

(2) Dalam hal Pernda be1um dapat menyediakan , mah jabatan kepada 
Pimpinan DPRD dan /atau Rumah Dinas Kepad , Anggota DPRD, kepada 
yang bersangkutan diberikan Tujangan Perumah 

(3) Tunjangan Perumahan untuk Pirnpinan DPRD dimaksud 
pada ayat (2) diberikan kepada wakil-wakil Ketua 

Pasal 7 

(1)	 Besamya Tunjangan Perumahan sebagaimana d aksud dalam Pasal 6 
(enam) ditetapkan setelah menetapkan hasil penilaianj survey yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Publik yg Independent dengan 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga 
setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan perndang-Undangan. 

(2)	 Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diberikan 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap b selama 1(satu] Tahun 
Anggaran yang dibebankan kepada APBD pada PA Set. DPRD Provinsi 
Lampung, sebesar : 

- Bagi Pimpinan : Rp. 14.800.000,- (empatelasjuta delapan
 
ratus ribu rupiah)
 I 

- Bagi Anggota Dewan : Rp. 12.600.000,- (dua bel s iuta enam 
ratus ribu rupiah) 

Bagian Kelima 

Pasal8 

(1)	 Kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD di ediakan pakaian dinas 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 
mempertimbangkan prinsip penghematan, keplttutan dan kewajaran 
dengan berpedoman kepada ketentuan peratur;J" perundang-undangan 
yang berlaku. • 

(2)	 Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 

I 

No 

I 

1 

2 

3 

4 

J enis Paka.ian Dinas 

:2 

Pakaian Sipil Resmi (PSR) 

Pakaian Sipil Harlan (PSHj 

Pakaian Dinas Hanan (PDH) 

Pakaian Resmi Lengkap Lampung (pRLL) 

Besaran Bla fa (Rp)/Jumlah per tahun 
"" ": ,:')',~ ~',',<:~'!:""':i:"":' 

3.150.0 '0,'/ 1 stel per tahun 

2.500.0 0,-/ 2 stel per tahun 

2.500.0 0,'/ 1 stel per tahun 

12.000. 00" / stel per tahun 

Bagian Keenam 
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan J enasah 

Pasal9 
, 

Dalam hal Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD n eninggal dunia, kepada 
ahliwarisnya diberikan: 
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a.	 uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila meninggal dunia 
tidak dalam menjalankan tugas, atau diberikan uang duka sebesar 6 (enam) 
kali uang representasi apabila meninggal dunia sedang da1am menjalankan 
tugas; dan 

b.	 untuk keperluan pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan bantuan 
biaya sebesar Rp. 3.000.000,- [tiga juta rupiah). 

BAB III
 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
 

Bagian Kesatu
 
Umum
 

PasallO
 

(I)	 Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. 

(2)	 Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa 
kegiatan: 

a.	 rapat-rapat: 
b.	 kunjungan kerja; 
c.	 penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah usul inisiatif; 
d.	 penyiapan, pengkajian, pembahasan dan sosialisasi rancangan peraturan 

daerah usul inisiatif; 
e.	 peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; 
f.	 dukungan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan 

kemasyarakatan; dan 
g.	 kegiatan kepanitiaan. 

Bagian Kedua
 
Rapat-Rapat
 

Pasal11 

(1)	 Pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
huruf a yang diselenggarakan di dalam gedung DPRD disediakan makanan 
ringan (snack) dan konsumsi, sedangkan pelaksanaan rapat-rapat yang 
diselenggarakan di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan 
akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat. 

(2)	 Standar satuan harga dan jenis makanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan sebagai berikut: 
a.	 untuk makanan ringan/ snack per orang dengan standar harga 

Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per kotak; 
b.	 untuk makan siang/malam per orang dengan standar harga Rp. 35.000,­

(tiga puluh lima ribu rupiah) per kotak; dan 
c.	 dalam hal-hal tertentu makan siang/malam dapat disajikan dalam bentuk 

prasmanan dengan menggunakan jasa catering dengan standar harga 
Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah) per orang. 

Bagian Ketiga
 
Perjalanan Dinas
 

Pasal12 

(1)	 Belanja perjalanan dinas masing-masing anggota DPRD ditetapkan sebesar 
Rp. 22.337.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) 
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per bulan, yang diberikan dalam bentuk perjalanan . as baik dalam daerah 
maupun luar daerah, meliputi: 

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai fungsi Pe 

b. PeIjalanan Dinas untuk Pendalaman Tuga.s I B' 

c. perjalanan dinas untuk kegiatan Panitia Kerja (P 'a);dan 
d.	 Perjalanan Dinas dalam Rangka mengikuti Rap t-rapat, Koordinasi dan 

Konsultasi AKD. 
(2)	 Ketentuan mengenai penggunaan belanja perjal an dinas khusus bagi 

pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegia 

(3)	 Penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak termasuk perjalanan dinas untuk keperluan s danl atau kunjungan 
kerja dalam rangka studi komparasi anggota DPRD. 

(4)	 Kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD dibe . biaya perjalanan dinas 
dan uang representasi sesuai ketentuan peratur perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal13 

(1)	 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap 
PeIjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang ber......... 

(2)	 Dalam Rangka kegiatan Reses disediakan biaya pe dukung kegiatan untuk 
l(satu) kali reses setinggi-tingginya Rp. 24.000.000 (dua puluh empatjuta 
rupiah) per anggota yang dikelola oIeh Sekretariat D 

(3)	 Ketentuan mengenai penggunaan biaya pendakung kegiatan reses, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : 
a.	 Daerah pemilihan ditetapkan sedikitnya 6 (en .) titik pertemuan; dan 
b.	 Pada setiap titik pertemuan dialokasikan dana besar Rp. 4.000.000,­

(4) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan se perseorangan atau 
berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan asing-masing anggota 
DPRD. 

(5)	 Penggunaan biaya pendukung reses dikelola dan dipertanggungjawabkan 
Sekretariat DPRD dengan melibatkan pihak ketiga, meliputi : 

a. ATK	 : 6 titik x Rp. 500.00~- = Rp. 3.000.000,­
b. sewa tempat/~b/kursi. : 6 ~~ x Rp. 1:500.0 0,- = Rp. 9.000.000,­
c.	 makan dan rmnum/catenng : 6 titik x Rp. 2.000.0 0,- - Rp. 12.000.000,- + 

JumJah - Rp. 24.000.000,­
(6)	 Pelaksanaan kegiatan reses diIakukan secara ber elompok sesuai dengan 

daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. 
(7)	 Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses waji untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana 'kegia ya. 

, 

Bagian Keempat 
Penyusunan Naskah Akademik dan Pengkajianan Harm nisasi dan Sinkronisasi 

Terhadap Peraturan Daerah dan Prod Hukum 

Pasal14 

(1)	 Penyusunan rancangan Perda yang berasal dari D RD dapat diajukan oleh 
anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bad I Legislasi DPRD. 

(2)	 Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayJ (1) disampaikan secara 
tertulis kepada pimpinan DPRD disertai Naskah Akallemik kecuali rancangan 
Perda tentang APBD, pencabutan Perda atau peru ahan Perda yang hanya 
disertai dengan penjelasan atau keterangan. 
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Pasal15 

(1)	 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi I islaai DPRD, dilakukan 
pengkajian harmonisasi dan sinkronisasi terhadap P rda. 

(2)	 Kajian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses identifikasi 
dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan te hadap kebutuhan akan 
suatu Perda tertentu yang meliputi 5 (lima) bidang pengkajian hannonisasi 
dan sinkronisasi terhadap Perda sesuai dengan j bidang yang terdapat 
pada Komisi DPRD. 

Pasal16 

Standar satuan harga penyusunan naskah akademik rancangan Perda usul 
inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud daii1m Pasal 14 Can Pasal 15, ditetapkan 
sebagai berikut: 

I 
UraW> Satuan(NAj I 

! , 3 4 

Honorarium TIm Ahli/II!JlGl -1'oIlaDuuD& J....b OrgfNA 
, 

dnJftIr -JCenlaTIm OrgfNA
-"-Tim OrKINA I 

I 

Biaya Operaaiooalilogal dnJftIr 
__ KoDdaraan 

b.ari 
I 

I 

Biayll Non Pnaonil -Belanja AT!( lump.un 

-Jilid buab 
_PenaandR.n lump.un 
-~belian Litera:tur buob 

, 

No 
I!aIp 
lRP) 

S 

5.000.000.­
4.500.000.­
4.000.000.­

600.000.­

1.500.000" lid 5.000.000.­
7.500.­

50.000.- lid 100.000.­
200.000,­

Pasal17	 ,i

nisasi terhadap Perda 
• ud daJam Pasa! 14 

HoIp 
(Rp) 

S ... 

5.000.000,­
4.500.000,· 
4.000.000.­

600000.­

1.500.000.· lid 5.000.000,­
7.500.­

50.000•• lid 100.000.­
200.000.­

No 

I 

I 

2 

3 

.
Standar satuan harga pengkajian harmonisasi dan 
atau rancangan Perda Provinsi Lampung sebagaimana . 

!dan Pasal 15, ditetapkan sebagai berikut: 

U.-aiaD Satuan~) 

2 43 

Honorarium Tim Ahli//ogal -flenengn"1 Jawab 0rKIKo,jIaD 
-JCenlaTIm OrgfKa,jiaD 
-",,-Tim 

dnJftIr 
0rKIKa,j1an 

-Sewe KendaraanSiays Operaaionall legal drafter hAri 
"I 

lump.un-8eIIu1ja AT!( Siaya Non PerBODil I: 
-Jilid buah , 

Iumpoun-Pengpndeen 
buab·~beIian llmratw" 

Bagian Kelima 
Bantuan Hukum 

Pasal18 

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan jasa ban hukum oleh sebuah 
1embaga yang berwenang untuk memberikan jasa bantuan hukum 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang laku. 
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(2)	 Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada aya (1) meliputi pemberian 
nasehat hukum (legal standing) atau pendapat huklwtJ (legal opinion) terhadap 
pennasalahan hukum keperdataan, pidana, atau ta usaha negara baik 
melalui proses litigasi maupun non litigasi. 

(3)	 Standar satuan harga pemberian jasa bantuan h:ulJwn" ditetapkan sebagai 
berikut: 

, 

Harp!No Uraian Satuan (Rp) 

4 531 2 

5.000.000.­-!'maIIIIUn& J.....b1 Honorarium OrR I •.500.000.­-JCetaaTim 0.­
4.000.000.­-"-Tim 0.­

600.000,·-Sowa KomdaraanBiaya Operuional2 had , 

IwDpoun-8elaJIja AT!( 1.500.000,- old 5.000.000.-Biaya Non PenoDil3 
buah 

, 

7.500.­-JiHd I 
lumPIUn_Pen..nd··n 50.000.- old 100.000,­

buah Ii-PanbeJilm I..itcnI.tur 200.000.­

I 
,Bagian Keenam
 

Tunjangan Komunikasi Intensif i
 

Pasal19 I 
(1)	 Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan tunjgan komunikasi intensif 

setiap bulan paling banyak 3 (tiga) kali uang represe •tasi ketua DPRD. 

(2)	 Untuk kelancaran tugas pimpinan DPRD dapat di dana operasional 
dengan rncian sebagai berikut: 

a.	 Ketua sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ke DPRD; dan 
, 

b. Wakil Ketua sebesar 4 (empat) kali uang represen, si Wakil Ketua DPRD. 

(3)	 Tunjangan Komunikasi Intensif untuk pimpinan qPRD dan anggota DPRD 
serta BeIanja Penunjang Operasional pimpinan DP dibayarkan terhitung 
mulai tanggal 1 Januari setiap tahunnya. 

Bagian Ketujuh
 
Peningkatan Kemampuan SDM dan Prole 'onalismc
 

Pasal20
 

(1)	 Kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD dibe:ri'ilfa:n biaya dalam rangka 
kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sum' daya manusia dan 
profesionalisme. 

(2)	 Pcmbiayaan sebagaimana dimaksud pada aya (1) diberikan untuk 
digunakan dalam rangka mengikuti kegiatan rupa pendidikan dan 
pelatihan, bimbingan teknis, workslwp, seminar dan kegiatan sejenisnya. 

(3)	 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana . . sud pada ayat (2) 
diatur jditetapkan hal-hal sebagai berikut:' 
a.	 besarnya biaya yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan 

dimaksud sesuaijberpedoman kepada dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan 

b.	 biaya yang diberikan termasuk biaya untuk toran/kontribusi yang . 
dibuktikan dengan undangan yang diterima. 
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(4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus memperhatikan kemamp 
prinsip-prineip penghematan dan utusan yang ditu 
kegiatan-kegiatan tersebut paling banyak 4 
perkegiatan. 

(5)	 Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi 
anggota DPRD diberikan bantuan surat kabar hari 

keuangan daerah dan 
skan untuk mengikuti 
mpat) orang anggota 

.agi pimpinan DPRD dan 
lmingguan baik daerah 

maupun nasional. 

Bagian K.edelapan 
Tenaga Ah1i dan Kelompok Pakar/Ti 

Pasal21 I: 

(1)	 Untuk n..mdukung kelancaran tugas, fungsi dan lOneIja DPRD disediakan 
Tenaga Ahli yang bertugas pada Fraksi atau Kelom I k PakarI Tim Ahli yang 
bertugas pada Alat Kelengkapan DPRD. 

(2)	 Bagi Tenaga Ahli atau Kelompok PakarITim 
memenuhi syarat antara lain: 

paling sedikit harus 

I 
a.	 berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 ($1) dengan pengalaman 

kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan 
pengalaman keIja paling sedikit 3 (tiga) tahun, u Strata 3 (S3) dengan 
pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun; 

b.	 menguasai bidang pemerintahan atau bidang yan] diperlukan; dan 
c.	 menguasai tugas dan fungsi DPRD. 

(3) Jumlah Tenaga Ahli untuk Fraksi masing-masing 1 satu) orang Tenaga Ahli, 
sedangkan jumlah untuk Kelompok Pakar/Tim 
dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD. 

(4)	 Tenaga Ahli atau Kelompok PakarjTim Ahli seb 
ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000.0 
oranglper kegiatan perbulan. ._ 

.	 , 

(5)	 Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli seb 
ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan 

. paling banyak sesuai 

i 

'aimana dimaksud pada 
. ,- (tiga juta rupiah) per 

a dimaksud pada 
ekretaris DPRD. , 

BAB IV ' 
PENGEWLAAN KEUANGAN DPIID 

!' 
Pasal22 

(1)	 Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikel 
pimpinan DPRD dan' anggota DPRD untuk di 
pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, 
bersangkutan diwajibkan memberikan laporan k 
secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertan 
kepada Sekretaris DPRD melalui pimpinan DPRD. 

(2)	 Laporan pertanggungjawaban kegiatan seb 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan d 
keuangan pada Sekretariat DPRD. 

kan dan diterima oleh 
akan dalsm rangka 

maka kepada yang 
. tan atau basil keIja 

g jawaban keuangan 

.dimaksud pada ayat (1), 
. pertanggungjawaban 
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(3)	 Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan seb aimana dimaksud pada 
ayat (1) oelum dapat dipenuhi atau diselesaikan leh yang bersangkutan, 
maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan impinan DPRD dapat 
menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang 
menjadi hak pimpinan DPRD atau anggota DPRD g bersangkutan untuk 
kegiatan berikutnya. 

(4)	 Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh pim inan DPRD dan anggota 
DPRD diluar penghasilan tetap dan perjalanan din s dipungut pajak sesuai 
ketentuan. 

BABV
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal 23
 

Oengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peranrran Gubernur Lampung 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksan Kedudukan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, sebag telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampun Nomor 21 Tahun 2015 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal24 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di dangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan engundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya daJam Berita Da Provinsi Lampung. 

di Telukbetung 
ggal 2016 

GUBERNUR LAMPUlrG, 

ttd 

llrI. RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Teluk betung 
pada tanggal	 2016 

SALINANSESEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAllrIPUNG, 
KEPALABI 

ttd .j 

Ir. ARINAL JUNAIDI 
ZULFIKAR, SR. MH. Pembina Utama 
Pembina Utama Muds

NIP. 19660617198603 1006 NIP. 19680428199203 1 003 

BERITA OAERAH PROVlNSI LAMPUNG TAHUN 2016 N OR . 
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(3)	 Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l)belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, 
maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dapat 
menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang 
menjadi hak pimpinan DPRD atau anggota DPRD yang bersangkutan untuk 
kegiatan berikutnya. 

(4)	 Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh pimpinan DPRD dan anggota 
DPRD diluar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai 
ketentuan. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal23 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2015 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal24 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan pcncmpatannya dalam Bcrita Daerah Provinsi Lampung. 

• 
Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal I).. - I - 2016 

GUBERNUR LAMPUl'fG, 

ttd 

M. RIDHO FlCARDO 

Diundangkan di Teluk betung 
pada tanggal	 2016 

SEKRBTARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

ttd 

Ir. ARINAL JUNAIDI 
MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19560617 198503 1 005 992031003 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR . 


